Menimbang

WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 1“¢TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa agar perencanaan program strategis
pembangunan Kota Banjarmasin dapat tercapai, maka
perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
menetapkan prioritas program dan kegiatan
pembangunan selama S (lima) tahun untuk memberikan
landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian
visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2021-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Rencana Strategis Perangkat Daerah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b dan huruf ¢, perlu
menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);



10.

11.

12,

13.

14.

15.

Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan
Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang  selanjutnya
disingkat SKPD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian
pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan
di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
Daerah Kota Banjarmasin untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang  selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu)
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan
oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau
seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). :

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa
atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan
kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah
ditetapkan.



Menetapkan :

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2006-2025;

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin {(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021-
2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kota Banjarmasin.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Banjarmasin.

Wali kota adalah Wali kota Banjarmasin.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Banjarmasin adalah Kepala Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Banjarmasin.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan
Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang  selanjutnya
disingkat SKPD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian
pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan
di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
Daerah Kora Banjarmasin untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu)
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan
oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau
seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa
atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan
kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah
ditetapkan.



16. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat
program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai
sasaran pembangunan.

BAB 1II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari
RPJMD Tahun 2021-2026.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman perangkat daerah dalam meyusun Renja Perangkat
Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program,
dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang
disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 4

(1) Dalam hal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan
dalam tahun berjalan dapat dilakukan penambahan
dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta
program dan kegiatan apabila belum tertampung dalam
lampiran Peraturan Walikota ini.

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), seperti :

a. program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD yang
berdasarkan analisis perlu dilakukan  pergeseran
pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak
mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.

b. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

(3) Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran
indikatif serta program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali kota.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH,;

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH,;

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;

BAB VII : PENUTUP.

(2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaina
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Wali kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Desember 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,

~—

IBNU SINA
Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Desember 20:

evzl
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

-

{

IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 1-¢



